BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pembayaran wajib pajak kepods negara terutang oleh
seorang wajib pajak atau badan ynn&_d}ﬁk_p.k.nn oleh Undang-undang, tidak
mempunyai imbalan lnngsung, WM-M}'& untuk keperluan
suatu negara. (Undang-undang NO. 28, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP) mendukung definisi tersebut. Kekayaan bagi masyarakat.
Dari penjelasan di atas jelas terlihat pajak merupikan suntu pembayaran yang wajib
dibayar oleh wajib pajak. Menurut Pasal | Angka 2 UL KUP, Wajib Pajak adalah
setiap omng atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan
muahhﬂui:ﬂmlum peraturan perundang-undangan perpajakan,

T watio merupakan perbandingan pmdapami-w berbasis pajak
dalam Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap suaty negara. .'EEﬁ'Etnr pajak
menerima semakin banyak semakin tinggi rasio pajaknya. Oleh karena it rax rario
berfungsk schagal standa unfuk menguku tinghat kesgjterzan dan kepatuhan
pajak suatu negara. Karena besarnya penerimaan pajak berkaitan dengan PDB suatu
negarn. maka rasio penerimann pajak yang finggi menunjukkan kesejahteraan suatu
negara, Menurut Erion & Taryana (2021 ) rasio pajak adalah metrik yang digunakan
untuk menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan suatu negars yang
beroperasi untuk memaksimalkan pengumpulan pajak. Dalam hal ini, kapasitas
administrasi perpajakan suatu negara mengacu pada sistem perpajakannya, yang

mencakup hal-hal seperti petugas keuangan atau petugas pajak, kebijakan dalam



undang-undang perpajokan don instrumen seperti pemanfaatan teknologi untuk

memudahkan pengawasan dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Tax ratio yang besar menunjukan beberapa negara untuk meningkatkan

rasio pajak mereks dalam upaya menunjukkan besamya pendapatan pajak yang

dalam {%)

EVictnam W Fhiliping B Thailend B Sirmspora. B Melaysia Windonesis

Sumbrer: QECD Dalam Inventrusi id 2021



Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa diantara lima negars di Asia
Tenggara, Vietnam merupakan negara dengan tax ratio tertinggi bila dibandingan
dengan negara-negara lain di Asia Tenggara sebesar 18,2075, disusul dengan
Philipina dengan persentase |%,10% menjadi vrutan kedus. Selanjutnya adslah
Thailand dengan persentase 12.6%. Tigaerbawah pemilik ter ravio terendah
diantara § negara Asig Tenpoara tersebul rlﬂnﬂugipum dengan jumlah 12,6%.
Selanjutnya adalsh Mzlaysia sehesar 11,8% dan disusul Indonesia sehesar 10,9%.
Berdmhndn.m Mmlkkm batwa Vietmam menjadi negara dengan tax
masio yang tinggi dibandingkan dengan empat megara lonnya di tahun 2021
Sedangkan Indonesia, Malaysia dan Singapura menjadi tiga terendah jika
dibandingkan dengan Vietnam dan Philipina untuk ray ratio periode 2021

Menurut Setiabudi (2017) menyebutkan bahwa memperkirikan negara
‘maju akan memiliki tarif pajak vang tinggi hingga 30% atan 40%. Praneis memiliki
rasio pajak sebesar 46%, disusul ltalia sebesar 42% dan Swedia sebesar 413%.
Oleh karena itu, dapat dikeiahul karena terdapal yariasi yang besar dalam rasio
pajak di negara Asia Tenggara, seperti di Malaysia, Indonesia dan Singapura.
Diperlukan suaty kebijaknn dengan harapan dapat meningkatkan rasio pajak,
khususnya di Indonesia yang memiliki pajak ferendah di Asia Tenggar.
Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dapat berakibat pada pulihnya rasic pajak
vang meningkat. Sebab, meski tidak memiliki insentif untuk melakukan hal
tersebut, namun wajib pajak tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pajak
dan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Korena pajak memainkan

peran penting dalam pertumbuhan suatu negara, wajib pajak harus mengambil



tanggung jawab atas tindakan mereka dan menerapkan pengetahuan akan peran
mereka untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Suatu bangsa tidak bisa maju dan

turmbuh tanpa adanya pajak { Amanda et aof,, 2023,

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewsjiban seorang wirga negara untuk

pajak dalam upaya melaporkon SPT di KPP Pratama wilayeh Yogyakarta tahun
2023,



Tabel 1.1 Realisasi Pelaporan SPT KPP Pratama Wilayah Yogyakarta

Peniode 2023
Keterangan Wajib SPT SPT Target SFT Capaian (%)
Masuk
KPP Pratama Yopyekarta 59.669 50.245 49.612 101.28%
KPP Pratama Sleman 135934 104270 112.916 92.34%
KPP Pratama Baniul 17,922 73.210 T3.050 100,22%%
KPP Pratomo Wtes 37.750 29207 31.433 92.92%
KPP Pratamn Wonosan 49578 AL773 41.227 TT.0T%

Sumber: Kamwil DJP Yovakarta 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa KPP Pratama Yogyakarta
merupakan kantor pelayanan yang memiliki jumlah realisssi kepatuhan wajib pajak
tertmggi don semua KPP Pratnma dengan pencapaian [01.28%. Selanjutnya di
susul oleh KPP Pratoma Bantul dengon pencapaian 100,22% dengan target SPT
vang telash dilsporkan sebanyak 73.210 wajib pajak. KPP Pratama dengan
pencapaian terendah diperoleh oleh KPP Pratoma Wonosan dengan pencapaian
sebesar 77,07 dengan jumlah wajib pajak SPT 49,578 kemudian SPT yang masuk
hanya 31773 dengan target pelaporan SPT sebanyak 41227, Dengan adanya
realisasi pelaporan SPT pada KPP Pratama Wonosari yang mendapatkan capaian
sebesar T7,07% yang merupakan capaian terkeeil dari wilayvah DIY membuat
peneliti terturik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Wonosari,
sehingga wajib pajak KPP Praimma Wonosar masth belum mampu menunjukikan
odanya kepatuhan wajib pajak. Menonit pada penelitian Ardiansyah & Irawan
(2022 mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orong pribadi dipengaruhi oleh

seberapa besar pengetnhunn masyarakat terkait dengan perpajakan.

Terdepat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi, seperti pengetahuan perpajaken merupakan ketentuan cam umum



dan penjelasan KUP. seperti ketentuan penyerahan pembayaran dalam pajak,
tempal pembayaran, penyebab dalam pembayaran pajak (Khunaina et al, 2021).
Misalnya pada penelitian Diratuma er ol (2022} dan Nila & Widyawati (2021)
peneliti menyatakan bahwa pengetahusn perpajakon berpengarubh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnys adalab penerapan &-SPT memudahkan penyampaian
SPT bogi w4 posk orang. pribad, Dirckiorst Jendersl, Keuangan Paj
Kementrian heunngunmmﬂhﬂn e-5PT atau Eﬂﬂﬂunnﬁmtg digunakan
m_pg'ﬂ .dal.l.m mengangkapkan kewajiban P‘mm pembayaran
pajak serta tanggung jawab. Media yang digunakan untuk penyimpanan dokumen
elektronik dm Iampirannya yang dilaporkan melaln dokumen dﬂkh'mﬁj'ﬂng
dischut’ jugs eSPT (Ramadhanti & Hag, 2023). Misalnya pada penelitian
Ramadhanti & Hag (2023) peneliti tersebut mengatakan bahwa pada penerapan c-
SPT Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib ;ﬁﬂmphﬂ

Faktor W adalah pencrapan o-Bilfing sistem Pm!fﬂran pajak

venyediakan pilihan pembayaran yang berbitsis elektranik berbentuk aplikasi
untuk L;enymnﬂ.rmn wa.j.ih pajak, menurut Direkiorat Jenderal Pajak telah
menerapkan sistem e-Biflime sebagsl perubahan sistem administrasi perpajakan
dengan tujuan untuk memuodohkan proses pembayaran wajib pajak. Sesuai

keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-359/P12013 dalam penunjukan
wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan melakukan uji coba
integrusi sistem modul penerimaan negara pada sistem pembayaran pajak

elektronik fe-Billing System), Mulai tanggal 12 april 2013, seluruh Kantor



Pelayanan Pajak mengikuti uji coba penerapan e-Billing pembayaran pajak
elektronik (Nilla & Widyawati, 2021 ). Persturan Direktorat Jenderal Pajak nomor
PER-11/PI2019 menyebutkan bahwa bilfing sistem merupakan  metode
pembayaran vang dilakukan secara elektronik yang menggunakan sebuah kode
billing. Kode diterima pada sanl memasukkan sebuah data tronsaksi perpajakan
disebut dengan kode billing (Fadilah & Sapari, 2020). Misalnya pada penelitian
Nilla & Mdmﬂﬁzija&aﬁﬁ yu
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurui penelitian Pratama, e? o/, (2019) pemahaman internet merupakan
unﬂ* memahami fungsi infernet dan mengetahui  cars memanfaatkannya.

an balwn e-Billing berpengaruh positf

Sedangkan menurut penelitian Istutik & Pertiwi (2021) karena dengan adanya
pemahaman intemet vang baik semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam
mengaunakan teknologi intermet sebagai informasi tentang perpajalan. Internet
dipilih sehagai sarana pendukung administrasi perpajakan Karenn dengan internet
proses peayampaian SPT akas lobil cepat, aman, mudah fancer dan dapat dilakukan
dimana safs dafam waku 24 jam. Pemahaman infernet berguna untuk wajib pajak
yang tidnk mengertt dengan akses informasi atau pembayaran melalui elektronik.
ENS—— | =E———

pajak untuk mempermudahnya. Pendopat tersebut diperkuat menurut penelitian

Mailangkay & Kuntadi (2023) yang mengatakan bahwa pemahaman internet dapat
memoderasi hubungan positif antara variabel pengetahuan perpajakan dengan
varigbel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki keterbaruan

pada variabel pengetahuan perpajakan dengan tidak adanya peneliti terdahulu yang



meneliti tentang pemahaman intermet memoderasi pengetahvan perpajokan. Dan
pada pendapat lainnya diperkuat menurut penelitian Oktarani & Keristin (2021),
Amiliasari & Setiawan (2021} mengatakan bahwa pemahaman internet dupat
memoderasi hubungan antara variabel pererapan o-5PT dengan variabel kepatuhan
wajib pajak orang pribadi. Dan pada pendapat lainnya diperkuat menurut penelitian
Pratama, e al. (2009), Amiliasari & Setiowan: (2021) mengatakan bahwa
permabaman infémet dipat mémoderasi hubungan posiif antass vrisbel penerapan
e-Biljimg dengan variabel lwpdnhnwajlb pajak urangp_q&ndl.

Berdasarkan latar belokang perkara di stas; Sehingga arsh penelitian
berikutnya akan meneliti variabel independen pengetaluan perpajakan, pencrapan
«-SPT don e-Bitlimg dengan penambahan pemahaman internet sebagni variabel
moderas. Peneliti ini memakai variabel-variabel tersebut dengan beberapa
refercnsi jumal yang peneliti teliti menyatakan bahwa. vanabel independen
berpengaruh positif dan signifikan. Sehinggs judul penelitian ini adalah #Pengaruh
Fengetahuan Perpajakan, Pemerapan E-SPT dan E-Billing 'l'l'erll:udnp
xepmw-p Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagal
Variabel Moderast®.

1.2 Rumuosan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya rumusan masalah. Oleh

karena itu, rumusan masalah yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:



1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apskah penerapan «SPT berpengarub positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

. Apakah penerapan o-Bilfing b

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menguji secara empiris penerapan e-Billing berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman internet dapat memoderasi
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



5. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman internet dapat memoderasi
«-5PT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Untuk menguji secara empiris spakah pemahaman intemet dapat memoderasi
e-Billimg terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

alanan vang :Ilh.ll [I]EH]II!JI.

peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
1. Untuk Peneliti Selanjutnya



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau contoh untuk peneliti
selanjutnya yang berksitan dengan hal tersebut untuk mempertajam
pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan.

. Untuk Pemerintah

Penclitian ini dapat menjadi landasap untuk meningkatkan pendidikan dan
pelatihan dalam perpajakan, serfa penelitian i dapat membantu pemerintah

san masyarakat ferhadap Wajib
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